KEPUTUSAN WALI NAGARI koo ANAU TAPAN
NOMOR ¢6.. TAHUN 2019

TENTANG

sNGANGKATAN KEPALA URUSAN TATA USAG
i NAGARI KOTO ANAU TApALI{JSAHA & UMUM

WALI NAGAR] KOTO ANAU TAPAN,
- a. balwa berdamhn Pemmmn Bupati Pesisir Selatan Nomor 91
Takum 2018 tmtang Penllnban Atas Peraturan Bupati Nomor 64
Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemcrmtah Nagan, schmgga perlu dllakukan perubahan susunan
dan siruktur Pcrangkat Nagan Koto Anau Tapan;

b. bahwa untuk .I,;‘,_‘kclancaran pclaksanaan Penyelenggaraan
Pemerlntahan:“ Pembangunan Nagan, Pembinaan Kemasyarakatan
serta Pemberdayaan Masyarakat Nagari, maka perlu mengangkat
Kepala Seksr,

Tapan;

elayanan dan Kesejahteraan Nagari Koto Anau

¢c. bahwa berdasarkan ‘pertlmbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a: dan huruf ‘bdi atas, maka perlu ditetapkan dengan

keputusain Wah Nagari koto Anau Tapan,

i Undan.g Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupatcn Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera ’I‘engah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor, 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957

(Lembaran Negara. Repubhk Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo
Undang Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia 'l‘ahun 1958 Nomor 108, Tambahan




| embaran Negara Republile Indonesia Nomor 1643);

-undan,
yndang 8 Nomor 33 Tahyn 9994 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintgn Pusat dan Pemerintah Daerah

Negara Tah
(e un 2004 Nomor 126,
Negara Nomor 4438), Tambahan Lembaran

_yndang-Undang Nomor 6 Tahyn 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5495)’ ,

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
4, xiiﬁlbahan Llembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587). Sebagalmana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pcmcnntahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesla Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesm Némor 5679),

. Peraturan Pemcrmtah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

PelaksanaanlUndéri;g'-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negar‘ Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,

an. Negara Repubhk Indonesia' Nomor 5539)

cla ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 entang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahu

Undang Nomor,;_ 2
Republik Indone31a Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Ncgara Repubhk Indoncs1a Nomor 5717);

0'14 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
-éhun 2014 tcntang Desa (Lembaran Negara

6. Peraturan Mcntcn Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

7. Peraturan. Mcntcrl Dalam Negeri Nomor 84 Tah

Pedoman Tckms Pcraturan Di Desa;
un 2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;



an -

- Kepala Urusan Tat;fv‘v(jsaha Nagari sebagaimana dimaksud D

! \ [ g s’u_,_. . e
Sejak berlakunya Keputusan i, maka K

rahun 2015 tentang Peng
an
perangkat Desa; 8katan dan Pemberhentian

turan Ment,
9..FOF ¢l Dalam Negeyy Nomor 29 1
pengelolaan Keuangap, Desa: ahun 2018 tentang

{1. Peraturan Daerah Kabupaten p,

pati Nomor G4 Tahun
1sasi dan Tata Kerja Pemerintah

W o ‘ Nomor
140/038/BAB/1/2019  tanggal 03 Januari 2019  perihal
Rekomendasi Pengapglgtan'-Perangkat Nagari Koto Anau Tapan.

. MEMUTUSKAN

. Mengangkat namadlbawah 1n1 sebagai Kepala Urusan Tata Usaha

dan Umum NagariKotoAnau Tapan, yaitu :

Nama . : GUSMANIDAR
No KTP ,:1/1301115708710001
TTL ‘Tapan, 17 Agustus 1973

Jenis Kelamin [, : Perempuan

Pendidikan ' : SLTA

e iktum
: d

Pertama Keputusan ini mendapat Penghasilan Tetap an

m ‘ dari Anggaran
‘Wjangan Lainnya yang sah yang bersumber :
g : ari) Koto Anau Tapan;

Pendapatan dan Belanja Nagari (APB Negari Koto '
| : putusan Wali Nagan Koto
: < katan Perangkat
Anau Tapan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengang



Ditetapkan di Koto Anau Tapan
Pada Tanggal 02 Januari 2019
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{iyela BPKD Kab. Pesis |
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Yang persangkutan




